Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS

BUPATI BALANGAN,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
2010 Tanggal 12 Juli 2010 Tentang Tarifl
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Balangan sudah tidak sesuai lagi, sehingga
perlu dilakukan perubahan;

bahwa dalam rangka peningkatan
pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan dan  pelayanan kepada
masyarakat, kepada Pejabat Negara,
Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap seria
Non PNS di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Balangan yang melaksanakan
Perjalanan  Dinas  dalam Kabupaten,
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam
Wilayah Provinsi, dan Perjalanan Dinas
Keluar Provinsi, perlu diberikan biaya
perjalanan dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041 ], sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42635);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomaor a9,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan vang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daecrah Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Orpanisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan MNomor 44) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor
18).

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 55);



MEMUTUSKAN :

Menectapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

.
2,

10,

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom vyang lain schagai Badan Eksekutif Daerah
Kabupaten Balangan.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Pemnerintahan adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Dacrah dan Ketua,
Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD;

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu
satuan organisasi vang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri;

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua
dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten
Balangan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut FTT adalah pegawai
vang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhandan
kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian, yang
tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non
PNS baik secara perseorangan maupun secara bersama dan
tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.

Perjalanan dinas dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar
tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kecamatan /Desa yang
ada dalam wilayah Kabupaten Balangan.

Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi adalah
perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah
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Kabupaten vang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
dan Ke Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjalanan dinas keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan dengan tujuan daerah di luar wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Lumpsum adalah uang vang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
Biaya Riil Cost adalah biaya vang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran vang sah.

Qurat Perintah Perjalanan Dinas vang selanjutnya disebut SPPD
adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawal Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
Wilavah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja
berada.

Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas
ketempat tujuan.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor,

Uang refresentatif adalah tambahan uang saku yang melekat pada
Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan
Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon I

Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan adalah biaya
vang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan
bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
serta Non PNS,

Bimbingan Teknis vang selanjutnya disebul Bintek adalah
bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun
pihak Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Non PNS
adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang tergabung
dalam organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan
operorangan berprestasi serta honorer.

Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung
fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain PMI,
KONIDA, PKK, Pramuka dan KORPRL

Organisasi Kemasyarakatan adalah erganisasi yang tumbuh dan
berkembang dimasyarakat yang keberadaannya ditetapkan oleh
Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Perorangan berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten
Balangan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya
dan telah diakui oleh lembaga penilai resmu.

Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina
kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk
melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau
penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD (baik yang sudah
terdaftar dalam data base maupun vang belum terdaftar dalam
data base).



BAB Il
JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

(1) Perjalanan Dinas meliputi :

a.
b.

C.

Perjalanan Dinas Keluar Propinsi;
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi;
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perjalanan dinas untuk keperluan :

a.
b.

C.

Datasering di luar tempat kerja kedudukan;

Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang
diadakan di luar tempat kedudukan;

Diharuskan menghadap seorang dokter penguji keschatan yang
ditunjuk vang berada di luar tempat kedudukan, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang keschatannya
guna kepentingan jabatan;

Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan
berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri;

Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan,
berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera
pada waktu/karena melakukan tugas;

Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat
kedudukan; dan

Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai
vang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

(1) Biaya Perjalanan Dinas Terdin dan :

i2)

MR TP

B

Uang Harian / uang saku,

Biava transport dalam daerah;

Biaya transport (tiket) luar daerah.
Biaya Penginapan (Akomodasi);

Uang Refresentatif;

Biaya Airport Tax;

Uang transport lokal di tempat tujuan.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan pengaturan scbagaimana tercantum dalam
Lampiran I, 11, III, IV,V dan VI.



Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum dan

(2]

(3]

(4]

(1)

(2}

13

(4)

13)

merupakan batas tertinggi kecuali untuk biaya transport pegawai
(tiket pesawat dan airport Tax/bus/rental mobil/kereta api/kapal
laut) dibayar secara riil;

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) vang bersanghkutan;

Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinas
dibayarkan sebelum berangkat oleh Bendaharawan Pengeluaran
SKPD maksimal sebesar 60 % dari total perjalanan dinas dan
dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telanhan staf,
surat tugas dan rincian biaya;

Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah
pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS  bersangkutan selesai
melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :

a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);

b, Jabatan Struktural;

c. Jabatan Fungsional; dan

d. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf, PTT dan Non PNS)

Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon
b. g::jiahm fungsional golongan Il disamakan dengan pejabat eselon
& IF:j;ﬂl:?eﬂ fungsional golongan Il disamakan dengan staf golongan
d. Eéjahat fungsional golongan | disamakan dengan staf golongan [;

Biaya Perjalanan Dinas wuntuk Pegawal Tidak Tetap (PTT)
disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Staf/Pegawai Negeri
Sipil Golongan [I;

Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur

sebagai berikut :

a. Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan
dinas Bupati/Wakil Bupati;

b. Untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan
dinas Sekretaris Daerah.

c. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas
Eselon II.

Biaya Perjalanan Dinas untuk Non PNS yang menggunakan dana

APBD diatur sebagai berikut :

a. Ketua Organisasi Semi Pemerintah dan/atau Ketua Organisasi
Kemasyarakatan disamakan dengan taril perjalanan dinas



Eselon IIl.

b, Wakil Ketua Organisasi Semi Pemerintah dan/atau Wakil Ketua
Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanan
dinas Eselon IV.

c. Pengurus (Sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil
bendahara, kelompok kerja, seksi-seksi dan anggota scksi)
Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan
serta perorangan berprestasi disamakan dengan tarif perjalanan
dinas Staf/PNS Golongan 1L

d.Honorer dan anggota Organisasl Semi Pemerintah dan
Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarnf perjalanan
dinas Staf/PNS Golongan I.

Pasal 6

Lamanya waktu Perjalanan Dinas dalam daerah/luar daerah sesuai
dengan  kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan,
surat/telex/fax/email dari instansi/lembaga pemanggil,

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat
Kepemimpinan,Diklat Teknis Dan Prajabatan

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim I,
Diklat Pim [II, Diklat Pim 11, atau Diklat Pim IV) yang lama waktu
pelaksanaannya melebihi 4 (empat) hari, untuk uang hanan diatur
schagai berikut :

a. Dilaksanakan di Dalam Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan
sebagai berikut :

1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan
tarif vang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang
berlalu dalam Peraturan ini;

b. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan
sebagai berikut :

1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan
tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini;

c. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :

1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan
tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini.

(2) Untuk biayva penunjang kegiatan Diklat Struktural (Diklat Pim I,
Diklat Pim I, Diklat Pim U1, atau Diklat Pim IV) diatur dengan
Keputusan Bupati tersendiri;
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{3) Biaya Kontribusi, uang harian/uang saku dan uang sewa kendaraan

(1]

dalam kota tempat tujuan (khusus Diklat Pim yang diadakan diluar
Provinsi) serta biaya transportasi Diklat Struktural (Diklat Pim I,
Diklat Pim 11, Diklat Pim IlI, atau Diklat Pim [V) dan biaya
penunjang kegiatan Diklat Struktural (Diklat Pim 1, Diklat Pim II,
Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) dialokasikan pada DPA Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal B

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau
sejenisnya baik vang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak
Swasta) diberikan biaya sesual dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini, untuk uang harian diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :

1.5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan
tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;

2, Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku
scbesar 50 % (lima puluh persen] dari Uang Hanan yang
berlaku dalam Peraturan ini;

b. Dilaksanakan di dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :

1.5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan
tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini;

c. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai benikut :

1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesual dengan
tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini;

(2) Apabila Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia

()

(1)

Penvelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupun
tidak setor biaya), maka biaya penginapan (Akomodasi) tdak
diberikan lagi;

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau
sejenisnyva baik vang diadakan oleh pithak Pemerintah atau pihak
Swasta) dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode
rekening berkenaan.

Pasal 9

Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan diberikan biaya
sesual dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang harian
diatur sebagai berikut :
a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan
scbagai berikut :
1.3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesual dengan
tarif vang berlaku dalam Peraturan ini;
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2. Hari ke-4 [keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 30 % (tiga puluh persen] dari Uang Harian yang
beriaku dalam Peraturan ini;

b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :

1.3 {tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan
tarif vang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku
sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang
berlaku dalam Peraturan ini.

(2) Biaya Diklat Prajabatan untuk uang kontribusi dibebankan pada
DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan uang
saku serta transporiasi peserta dibebankan pada DPA SKFD
masing-masing peserta.

Pasal 10

Untuk biaya yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Balangan dan pertanggungjawabannya melalui Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, sedangkan biaya yang
dibebankan pada DPA SKPD masing-masing peserta
pertanggungjawabannya melalui SKPD masing-masing peserta.

BABE IlI
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

Pasal 11

(1) Pejabat Negara, Sekretaris Daecrah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan perjalanan
dinas dalam daerah diberikan uang harian yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten tidak diberikan uang
penginapan,

(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten yang mengegunakan
mabil Dinas diberikan bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu)
liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km;

Pasal 12

Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kecamatan lain dalam wilayah
Kabupaten Balangan dan Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke
Kelurahan/Desa diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.
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BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN
DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 13

Pejabat Negara, Sckretaris Dacrah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi diberikan uang
harian dan uang Penginapan/Hotel yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 11 dan Fasilitas Transport dan
akomodasi  tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Perjalanan Dinas yang perjalanan melebihi dari 6 (Enam) jam
diberikan uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Uang Penginapan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan (H) kurang | dikali Tarif Biaya atau H-1 x
Tarif Biaya.

Pasal 14

Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama
dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan
kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan
bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM)
untuk jarak 7 km, serta biaya penycberangan sesual standar tarif
yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan;

Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
adalah kendaraan sewa yang jumlah sewanya tidak termasuk
bahan bakar minyak (BBM) dan biaya sewa dibayarkan sesUal
dengan tarif yang berlaku dan dibuktikan secara riil;

Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas
dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya transport sesual dengan
tarif yang berlaku;

Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak
tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat
kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah
selanjutnya.

Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi dibayar
secara Lumpsum.

Pasal 15

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka
pemeriksaan olech SKPD Pemeriksa/Inspektorat diatur dengan
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Keputusan Bupati tersendiri.

(1)

(2]

(3)

(4]

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

Pasal 16

Pejabat Negara, Sekretaris Daecrah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yvang melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Provinsi diberikan :

a. Uang Harian,;

b. Uang Penginapan/Hotel;

¢. Biaya Transport;

d. Biaya Airporttax;

e. Uang Refresentatif (hanya diberikan kepada Pejabat Negara,
Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anpgota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta eselon 1l);

{. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan.

Uang Harian dan Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini;

Uang penginapan/Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H)
kurang 1 atau H - 1 x Tarif Biaya;

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

terdiri dari :

4. Biaya Transport dari tempat kedudukan menuju tempat
bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan
(vang dapat dilalui oleh kendaraan darat] vang menggunakan
angkutan umum dibayarkan sesual dengan tarifl yang berlaku
dan dibayarkan secara lumpsum;

b. Dalam hal Perjalanan Dinas dar tempat kedudukan menuju
tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat] atau tempat
tuyjuan (yvang dapat dilahu oleh kendaraan darat] yang
menggunakan Kendaraan Dinas diberikan Bahan Bakar Minyak
sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh dan kekuatan Daya
Mesin (CC);

¢. Biava Transport yang menggunakan pesawat, kereta api, kapal
laut/angkutan lainnya dari bandara/pelabuhan  sctempat
menuju fempat Tujuan dibayarkan  sesuai dengan harga
tiket/biaya transport yang berlaku pada waktu itu dan
dibayarkan secara Riil Cost;

Pasal 17

Riaya Airporttax dibayarkan sesuai dengan tarif Biaya Airporttax
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vang berlaku pada Bandara Keberangkatan, Bandara Transit dan
Bandara Kepulangan.

(1)

(2]

13)

(1)

(2]

Pasal 18

Pejabat Negara, Sckretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah dan Pejabat eselon [I yang
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan
perjalanan dinas luar Provinsi diberikan uang refresentatif;

Uang Refresentatif dapat digunakan untuk menutupi kekurangan
biava akomodasi selama perjalanan dinas yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
diberikan selama hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara
Lumpsum.

Pasal 19

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Provinsi diberikan uang sewa kendaraan dalam kota
tempat tujuan yang besarnya sebagmimana tercantum dalam
Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan terdin atas :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas luar
Provinsi diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat
tujuan berdasarkan per-surat tugas dan selama hari berada di
tempat tugas, diformulakan sebagai berikut :

1) Sampai dengan 4 (empat) orang per-surat tIgas ;
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H-1 X Tarif
Biaya (Rp.500.000,-) = Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota
Tempat Tujuan;

2] Rombongan yang melebihi dari 4 (empat) orang :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H-1 X Tarif
Biaya Rp. 500,000,- X Jumlah orang dalam rombongan : 4= R
(Pembulatan keatas) = Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota
Tempat Tujuan;

b. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Bimbingan
Teknis diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat
tujuan selama 2 (dua) hari yaitu han pertama menuju tempat
Bimbingan Teknis dan hari kepulangan dari tempat Bimbingan
Teknis;

¢, Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar
{dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan
dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari
pertama menuju tempat Tugas Belajar dan hari kepulangan dari
tempat Tugas Belajar;
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d. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Diklatpim
[dengan tujuan luar provinsi) diberikan biava sewa kendaraan
dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua] hari yaitu harn
pertama menuju tempat Diklatpim dan hari kepulangan dari
tempat Diklatpim;

Untuk biava sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan
dibayarkan secara lumpsum.

BAB VI
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 20

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan
meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Tugas Luar
Dalam Kabupaten, Tugas Luar Kabupaten Dalam Provinsi dan
Tugas Luar Provinsi diberikan biaya :

a. Biaya Pemetian,

b. Biaya Angkutan Jenazah;,

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah  dimaksud ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap bagi anggota
keluarga vang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama
4 (empat) hari dan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS diberikan maksimal 3 (tiga)
orang selama 4 (empat] hari.

BAB VII

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS

Pasal 21

Dalam hal pengajuan Surat Perintah Tugas melaksanakan
Perjalanan Dinas agar disertakan undangan/telex/ surat/email dan
atau telaahan staf;

Penanda tanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah Kabupaten Balangan

ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilanda tangani oleh
Bupati;

b. H.Et?.lﬂ, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Ketua DPRD;

¢. Pejabat Eselon I dan Eselon 1l (Kepala SKPD) ditanda tangani
oleh Sekretaris Daerah, kecuali Camat, PNS, PTT dan Non PNS
yang ada di kecamatan ditanda tangani oleh Camat vang
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bersangkutan;

d. Pejabat Eselon 111 (bukan Kepala SKPD), Eselon IV, Staf dan FTT
serta Non PNS ditanda tangani oleh masing-masing Kepala
SKPD.

Penanda tanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan
sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh
Bupati;

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Ketua DPRD;

c. Pejabat Eselon 11 dan Eselon 11 (Kepala SKPD dan bukan Kepala
SKPD | ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupat;

d.Eselon 1V, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tangani oleh
ditanda tangani Kepala SKPD;

e. Apabila Bupati serta Wakil Bupati tidak berada ditempat/Tugas
Luar/Cuti, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati;

Penanda tanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) luar Provinsi ditetapkan schagai bertkut

a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh
Bupati,

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh
Ketua DPFRD,;

¢. Pejabat Eselon Il dan Eselon 111 (Kepala SKPD dan bukan Kepala
SKPD | Eselon 1V, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tangan
pleh Bupati/Wakil Bupati,

d. Apabila Bupati serta Wakil Bupati tidak berada ditempat/Tugas
Luar/Cuti, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati;

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Pejabat vang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah
Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang biayanya
dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
vang ditugaskan, kecuali berkenaan untuk Tim Kerja/Tim Lintas
Sektoral vang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah dibcbankan kepada SKPD yang membetuk tim
tersebul;

Surat Tugas untuk satu penugasan tidak boleh dipisahkan dalam
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 23

(1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan

Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang

melakukan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten, wajib

menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri

dari :

a. Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VII);

b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran [X) yang ditanda
tangani oleh Pejabat Kecamatan

¢. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil
Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran XxJ;

d. Rincian Biaya (contoh Rincian Blaya terlampir dalam Lampiran
Xl

e. Daftar Rincian Biava dan kwitansi beban sementara (bagi
Pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS yang melakukan
perjalanan dinas lebih dari 1 {satu) orang, contoh Daftar Rincian
Biaya terlampir dalam Lampiran XII);

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdin
dari :

a. Surat Tugas ({contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VI

b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX};

¢. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil
Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);

d. Rincian Biava (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran
X1);

. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi
Pejabat/PNS dan Non PNS yvang melakukan perjalanan dinas
lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar Rincian Biaya terlampr
dalam Lampiran XIIJ;

f. Daftar Rincian Biayva Kontribusi dan kwitansi beban sementara
serta kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan
PTT serta Non PNS yang melakukan Bimbingan Teknis dan
diwajibkan setor biaya kontribusi, contoh Daftar Rincian Biaya
Kontribusi terlampir dalam Lampiran XIIIj.

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan

Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan vang

melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan

dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

a. Telaahan Stal;

b. Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VIII);

c. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran [X};

d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil
Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);

e. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran
X1y

f Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi
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Pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS yang melakukan
perjalanan dinas lebih dari 1 {satu) orang, contoh Daftar Rincian
Biaya terlampir dalam Lampiran XII);

g. Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementara
serta kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan
PTT serta Non PNS yvang melakukan bimtek dan diwajibkan
setor biaya kentribusi, contoh Daftar Rincian Biaya Kontribusi
terlampir dalam Lampiran X111).

h, Tiket Pesawat/Bus/Kereta Api/Kapal Laut (untuk tiket pesawat
dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);

i. ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan
Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khusus
vang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan
perjalanan dinas ketuar Provinsi melampirkan daftar harga
sewa kamar hotel.

j. Surat Keterangan Tambahan Perjalanan Dinas (Kalau ada
tammbahan perjalanan dinas),

(4) Khusus sopir pertanggungjawaban biaya diatur sebagai berikut :

a. Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput
pimpinannya ke Bandara wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

1) Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VIII);

2) Foto Copy Surat Tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;

3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan
vang diantar dan dijemput;

4) Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam
Lampiran X} dan

5} Kwitansi Beban Sementara.

b. Sopir vang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara wajib
menyampaikan dokumen pertanggungiawaban biaya yang terdiri

dari :
1) Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VII);

2} Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh
Pimpinan yang memberi tugas/yang menugasi;

3) Rincian Biaya (contoh Rincian Biava terlampir dalam
Lampiran XI) dan Kwitansi Beban Sementara;

4) Kwitansi Beban Sementara.

¢. Sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan

dinas dalam Kabupaten dan perjalanan dinas luar kabupaten

dalam wilayah Provinsi serta perjalanan dinas luar Provinsi

yang menggunakan transport roda empat wajib menyampaikan

dokumen pertanggungjawaban biaya vang terdiri dari :

1) Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran
VIII};

2) SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran V)

3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil
Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran 1X},

4) Foto Copy Surat Tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;

5] Rincian  Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam
Lampiran XI);

6) Kwitansi Beban Sementara.
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Pasal 24

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan
laporan  hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang
memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 5 {lima) hari kerja
terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC /Ajudan
Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sckretaris Daerah dan stafl khusus
yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan
perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tarif kamar
standar pada penginapan yang sama dengan pejabat vang
didampingi;

Pejabat Negara, Sckretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
diberikan tambahan tugas sehingga lamanya waktu perjalanan
dinas luar daerah bertambah diberikan tambahan biaya untuk
uang harian, uang penginapan dan transport lokal tempat tujuan
yvang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan
perjalanan dinas;

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawail Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang
melakukan perjalanan dinas dalam Kabupaten dan/atau
perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi dan/atau
perjalanan dinas keluar Provinsi yang mendapat tugas tambahan
ke daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus| tapl
non transit dengan 2 atau lebih kota tujuan, biaya transport/tiket
ke kota selanjutnya menggunakan tarif transport/tiket
ditempat, kota bertolak bersangkutan;

Lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di
atas berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas,
maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya
perjalanan dinas vang jumiahnya disesuaikan dengan lamanya
tambahan perjalanan dinas.

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas dapat diberikan
dikarenakan alasan penerbangan dengan disertai surat keterangan
dari atasan vang mengeluarkan surat tugas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



20

Pasal 26

(1) Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput
pimpinannya ke Bandara hanya diberikan 2 (hari) uang
saku/harian (hari mengantar dan menjemput);

(2) Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota,
mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara, hanya
diberikan uang saku/harian selama ditugasi pimpinan;

(3] Sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan
dinas dalam Kabupaten, perjalanan dinas luar kabupaten dalam
wilayah  Provinsi dan perjalanan dinas luar kabupaten luar
wilayah  Provinsi vang menggunakan transport mobil dinas
diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongannya,
seperti vang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan
Lampiran [II.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Sekretaris Dacrah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 Jum 2012

SEKRETARI DAERAH
BALANGAN, H. SEFEK EFFENDIE,

"RIDUAN DARLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2012 NOMOR 11



ZaioN3443 ¥343s ._._.‘

o

?zﬁ LLYdna

wnsdin) eiedss uepeiegip uaprdnqey wejeg seug ueuejelay  z

yndwa yesel Ensas yeAUIW VDG UEjUSGIp SEulg ooy ueyeunBbusw seu)g veueelag |

[ | NYONYNILIN
0000’ 58 00000 00L 00 COD'GLL 00 00 0E | 00 00’05 L [ 00 D00 SEE [ bt | Buigaj| g
0 00 5 00 000'54 00 QN0 GR 00’ 000°00 L 00°000'0E L 00 000'05 4 00'000°002 [T uelemy| 2 |
E.Emmn 00°000°0S 00 D00 G0 00000 6L 00 G0’ 0oL 0000 521 00" 000"GL L 0 0 D0 Buoydwes| &
00000 58 00'000°00 L 00" 08 L 00000 0 00000051 00000 002 00000 052 00 000 BOE BuoEH| g
| 00'000°09 00 000°GL 00 00058 0000000 00'000'0EL 00 000 051 00000 002 00'000°SEE Enr| ¥
00'DO0'GE 00'000°0G 00 00059 00'000'52 00'003'00 L 0 000 021 00000 GEL 00°000'00E ipuely nieE] £
00°000'0E 00'000'S2 D0 000'0F (0 000'SE 0000 05 00 0006, 007000 001 00 000'ST L ugjees uline gl 7
00000 0E 0 000 SE 00N 000" 007 D00 05 0 00 0 00 000001 00 000 TG L 00 000'54 4 U] |
bk ok 3 g Fi g g ¥ 3 1
{dh uepey Buep I umpEy Buspy {d uepey Buep) iy weury Buen {5 umLiy) Gisp) ) uepey Buepn () wmaE Gy il ey Buep)
Quda Quda Oudd uenin
17105y Shid JB1S 1199 SNd 1E1S | 1] 105 SNd 1S | Al uesa jeqefad ) | vojass egefag ejolbuy uep BTy [Iess uep Enpey UEp jedng UEJRIIEDaY ny | oN
Il voyasa 1eqefad | yraeq susnayesg ITHEf ‘pedng

NYONVYIVE NILVdNEVYH NYHYLNIHIWId NYONNHONIT 1O
NILVdNEYM WY TVQO SYNIO NYNVIVIraad didvL

uebueieg uajedngey nedng usinjeiag : | wedpdurey

Zroz mnpe gy ebifue]
CLOE Unye] || JOlsop



ELa EEEER |

.

ijnddiisg yein| mrees weiuiiu o urssege snag paop uspeunibuss s seeplaeg ©

1Moy whar
umasdip v [Buciege | ush 58 15K "S5H

by ey weug sy yekiis e snag uessilieg §

imathun| warsen srgivieqE oep i) (eee e
Burd jlamy e jeraediuns plegg ungisgp Enwn

umnyue weyrunBiums Gued weug erusmfisg your 4
- HYDYYEILTH

{301 000 001 E.B. o0 005 AL 10 000 SEE D000 852 0 D00 0T [T ] 0 [T

00 OO0 L COND00 056 O000DGLL a0 SEE el 1 G i O T - (T e _-.I-._l__u.._.ﬂ:].__ I

o oo ook oo o o0 BEGEL D0005EE D000 0 (6 0E LS " o1 i irnplrualt___.

GO0 0e L 0 00 0T 00 G00RIz 00000 E i hr i [0 D00 '05E DY D e = 00 0 2 v iefung neH| 6

00 D00 05 L o 00 D 0 DO SES TN 5T Y 00 B ST = Bl BB e = 0 D e wcw | o

OO | BOGOODOL | GOVOODEE | cOUNOHE |ooDoede |ooooogey | DOOMRR  fepgpppey [ OUODODEL wmosiE | FEEELL | pyaonoee | OEIEE | poporiee OTOI Rl | ppodiose ngumg ]| £
oocouos) | 0o0oonoz | covoone: |covouosz |oomooose |coowosse | WTHRE  [pooones | D00000  |gpoposs |00 | popogpgy | OO0 | pypogsae | ORIt | pgpogose ned B0y @
OFOTRl | B000oD0s | onoonos | coooo'osE |oonooosE |nomco'ser | OIS | apegpper | DOCDDUSY e | DML | avennpme | DOBEEONL | osponser CIETET S R [Fe— p—T L
ooootsl | 00oonoE | covoroee | covovosz |oopooest |oooosee | DOTOUIS | apongpeg | 00000 DR wooss | WIO0NT | opoonnoe | OO0 | pypooszr T O o e || g
oIDOAGEL | GOODOTNE | D000 | CODIEDSE | DODON0RE | DaD00sEr | POOO0rDog ooninge | DONOO0DGE oonogs |G | opoggpor | MOPOWNE | porponsel [T R [Pre—— whwg §
o002 | 000DDDOZ | 0DOODGE | cOOOODGE | OOOOOGK | DODODSEE  |Donoo'Dse  |coocDoe | oooooned moome | ovosvoslil |oroosnor | ooOoo'DarL | DODOOSER MTNONEL | DOmonosE :!..-_._..._u_ r
nh o | o0onanoE | pochonEE | cOGOOOLE | GOOMIOGF | DADOOSEC | OODOOOSE | CODDOTSE | DODO0DSL OIODOGIE | OFDOODOL | M0DGOOEE | ONOOOSAEL | DO DONeEe O CONTOEN S | O D00 ]
[T hm [} ik ._.“_mﬂ ¥ m* E r [ T ¥ 3 3 i

Tl - o L | o i i .ﬂﬂ jaioH I__ﬂ._ oy . g o
RILL R EE _?.!.._ HEFI IR, L RTY R Fl”_.._ I L LT ] Buen PUER RN B galicy wigieol ey By AU | LRI .E.ﬂ B USRI ?._.I.r
e sy
o
uEnimy
: O LT LT 080
i ' i il 108 E8d M5 1940 EMd JBE Al ik st g i iy I Db ST ik amcnsaiactiat: | etz niss it Gooeai sl
HYDNYTIYE NALYSNEYE HYHYLNIHAWED S¥ ORTHa 0
WELYTZE MY LNWWITY EEMIADMA HY AT IR KEL YTV I MYeL
FWNID MY TR S
gung per gL el
ZU0E LAE || oy
unliusieg gedng UermEisg | @ ueeteer




mnpdwn Eiedss selegp oy e wep weaey Guen @ gy

e yetnataing ) uep weuey Buen ey

Y 000 0T 00000 05r | D700 SEE 000000058 | GIDO0'DEE | COODDDORL 0 00 D06 00 Dol o08 | O 00 S0 00D Dok | 0 SO0 00 | | D0 DD BEE OO (00 094 1 | 100 000" Biry |
OO D00 DOT. | O Ge | GO000%5.5 | CODGO00S | GoDDODSs | O0OO0DG. | 0ODO000G | OO OOOO0DS | GO ODOCOE | DOGGYOOL L | OOCOOOOD & | O0GOOOGZ & | D0 DOUOOW | | O0C00 00 b |
O GO0 DUE | 00 G B0% OOOPE | DOOOO G | DOOO0SE | CODOO OO0 | GOO00 b | CODOG0GL | COGOD OB | 00 DOO 00D | OO GDOGOE | | DOGCO00L L || 00 Co0 00 L | DO DDOCSE © || GO 000 00 L | 00 000 005 L
0 OO0 051 | DO 000 00¢ TOC | D00 GF | DOOD0SEE | 00000 00§ | OO DO0005% | DODOOOR. | COOOODO0 | 00 DOOOO0B | GO 0O0GOS | DOOCOOOL | | DOCOO D00 § | DO OO0 CRE T | CODDOCoE | | D0 Co0 006 1 |
OO0 O0Z | D0 D0 00E | DOODOGe: | HOGOG GaF | (OOGUSLE | DODOOOOS | cOOO0055 | DODOUD&. | OO0 0OG | D0 DOOO06 | o O00Gow | DOCOTO0L b | DOGOFO0S | DODOOCAE S | CODDDCOT | | DOCo0 DO b |
COCO0OSL | DO o0 B0k DODOO GO | DOCOOGAr | GOOM0 %22 | OO D00 008 | G0 000 F || 00 0o 05 MOO00 005 | DDDOODDS | OO D00 D0G DOOOC00L L | 00000000 L | DO'DODESE & | DO BODOCE | | 00000 D05 &
0O G0 GEE | 00 DhD0L B0 D00 %22 OO0 D5 | (D07 D00 Q0E DODON 008 | OOVO000RY | DOODo ey Y T oo naao0E | OO 000 Sos oo pos oot L 00 GO D08 || 00 000 B2 & ol 000 oo | | Db B3 pos L
DOOOODOE | OOOO0C0E | DODDOCSE | DOOOO0ar | 00000 5.E | OO0 008 | GO DO0OsF | OOOMI 05, | DODOCOOG | DODOOGOS | COOO0CRe | DUOGD 00N | | DOCOOOWRR | DO GOUGRE S | 00 000 Ol | 00 000 005 |
O0O00 0S¢ | 0 OO0 G0 | DO GDOGEE | DOOO0GaF | GO GOUSEE | OO0 005 | o000 ood | 0O D5. | OO0 0SS | D0 DOO D06 | OO OO0GO: | OOOOD 00 L | DOGOOO0E | DODOOCRZ S | GOOUCO0 L | DO DOS & |
(D000 DSE | Do GM0CeE | ODODOCRE | DOCOO OGP | COODDSLZ | DODODO0G | COOO0 0% | DOGO0 DR | (OGO O0S | 00 000000 | CO000GOL L | 00000 G0k & | 00 00 DOE L | OO DODGSE | OO 000 095 L | 00 Do 005 &
GO0 naE | G0 Ghiood D D00 20 D000 TGk 00000 520 O D0 T Du.mm..ﬁ_.__ (R O 5 0 0D n0E | OO 00000L L | 00008 000 L 00 '00'DaE L | 60000 s G000 S05 L | 0000 00 L
DOOOO ORI | CODOO 00T | DOOO0N0E | DO GOO OGF | OO ODOSZE | (OODOG 006 | OODOODOL | DOCOODW: | COOCODEE | DODONOODE | 0O NODGGE | D0 000000 L | 00 OO B00 L | GO OO0 ERE L | O 000 o0 | | 00 000 006 |
DOOOODGI | ODO0T0E | DD 0D000E | DNOOG oRr | GO 000 SCE | DODO0 005 | GO 000 09 | 0000 052 | 00000 00L | 00 DOXGOR | 00 000 054 DOOMIO0L L | 0000008 | DOGOODGZ T | GOGOUDOFL | D0 D00 COGE |
G0 000 0SE | DD OD0GoR | DD 0DOCOY | DOCOODGF | GODDOSEY | DOGOOO0Y | CODODODG | 00O0005L | D000 055 | 0000000 | 00 DOOGOE | G0OGG 00T | 00 GOG000L | 06 D00OSC T | GO DO0TSH | | 00 000 005 &
0000051 | 00 D00 0T 00 000 00 00 000 6 b 00 DO SEL 0000008 | DOPDODTDDE | D00 DR [T 00 Do n0e - | G0 000 0ls OO DO e L 00 O 0D & || 00 Do EEE 1 O DO DOE L | 00 D00 0051
00 OO0 OO | GoOD0 o0t | DODROOSF | DOCOD OGP | OOODORLY | OO OO0 008 | OOVO00 000 L) 00 G0 e || (0000 00§ | 00 Do0 000 | Co 000 05T & | 00000 006 & | 00 D00 DGR & | OO D00 Ot | 0 000 058 € | 00 oo oos |
DOODE 06 | (0D 00T ¥ D00 GLE DO D00 Dak D000 0oL DODO000W | 00 000 % WI.QE CF D00 0D 000N 008 | OO 000 D08 (0 D00 0L L GOD00'0GE | o000 TEE L O 00056 L | B0°D00 G08L
DODO0REE | DOOO0DOT | DU DD05IE | BOCOD DGF | COODOGUE | (OO0 0Us | CODDO G | DOGO0 052 | D0OGO0 058 | DOOOO0B | COODDGOE | DOOOGG0L T | DU COODO0 & | DF OO0 R L | 00 CODDRZ b | 0O D00 ooa )
DOOOOOOZ | DOCDODGC | OO0DDOESE | DOCOO O5F | DO OBOSLC | DOCOOO0s | CODDOCOZ | DGO CRZ | DOCODOGL | DOGOZODE | COODOCOD + | GOOOOOUL | | OO COU DL & | DO GOOCRE | OO GO0 CEw | | OO D00 ooa s
MYDOORCE [ DOD00OGE | no000esE | DOCO0'CdF | GODOEGLE | 0 od0'o0f | c0'000'0s | 0000w 00OCO'0SE | DODOOODE | OO 000 00e 0ODOC 0L L | DO'DONDDD L || DODOD'DSE 4 | 0 00D'DSE b | 00'D00 005 &
oi} DO 852 | 00000 00T 00 00 BOL DO D00 DAk DOODOSZE | DD D00 00% [T T (M1 S0 T od ool | GO00000LTE | 00000 0oL L OO 00 THIE & || OO no0 ose L o0 p00'nEE L | o0 D60 G081 T T
DO D00 OO | DOODODOC | DDDDOCSE | DOCOO O5F | OO ODOSLE | DOCOOO0S | GO OO0 058 | G0CO0 DR | DOCOOOOL | DOOOND08 | OO O00GOL L | D0OOY 000§ | 00 GOX 00L& | DO D00 TRE || £ 000 00 L | 00 D00 005 1 (=TT W
DO D00 GSE | (ODODDOE | GOODOGOE | DODOI GEF | GOODOSEE | (O Oo0 0Us | GOODUGCSF | DOGO0 5. | DOOG0 DOS | DOOOO 008 | OO DO0GGE, | DOOOG 00k b | DOGOr 008 | DO CUOCGE b | CoOO0D0k F | GO D00 o5 k|| LeristH TaDurs| o |
OO0 el | 00°000°D0T OO'0D0COE | 00000 0% 00'0DD SEZ OO000'00% | DOODOD'ODG | DO 2000 DOGGHOeY | 00O D0s . | OO 000ooE 00 oo ook L 0o ns. | 00 neo e i 00 000008 D0 D0 008 1L npsluag| &
DO D00 Q02 | DOOO0DOC | DO ODDOSE | GOO00 OFr | DO D00 SLE | DOGOO 0S| GO 000 (65 | D0GO0Ce: | DUCOO000 | O0OOF D08 | 00 000 0ol DOGCOO0L | | 00 COB 000 | GO DO0TRE § | G000 DAL} | 00 D00 007 1 Bundwe| §
OO 000 GOZ | DODO0DOE | OO OO0 OSE | 00 000 06F | (0000 S8 | 0OCOU00% | (ODBOGaF | DOOO0GG: | DOCO0DOS | OO COOO0E | GO 0DOD0E | OOGOO 006+ | D0OCO 000 b | COCO0CRE ¢ | CODOOOEC b | CODD0 06 § | URERS ERELns| f |
DO OO0 DGE | DOODO O | DODOO0RE | o000k | DOOM0 Gif | OOCOODDS | 00000 0R% | (OOODGCS. | (OODOOUR | 00 0o0 (08 | 0 0D0 050 DOCCOOOL L | DOGOO 000 L || OO COOCRE | | OO D00 054 L | OO 000 005 1 FEg EmEang | &
DO D00 &5 L | 00000 0T 00'DDD 0OE | 00D DFF 00 Do 552 00V 004 D0 00000 004 | DOOO0CEL DO OO0 (EF | 00 Go008 | GO 000 0q8 L= T 00 oa'nod L | oo oo EEe L £ 000805 L | DO D00 004§ 'L mpET| 5
DO D00 G5 | DOOO0DOT | DODOJUOE | GO 00005 | DO 00 GEC | | 00 GOOO0G | D000 005 | 00000052 | DOOO0 0% | OO COO0DS | 00 000040 | DOGCO'D0L | | DO GO0 DOL | DO OO0 GRZ + | GO 00000 b | 00 D00 006 & NEg UBAngaE| F
DO D00 CEL | DODDD DG | UOOSO0E | GO ODDOGRF | DO DGO GIZ | COODODo: | DO 008 | OA00O0S. | DODO0OSS | GOCODO0E | DOODOODSE | DOOCOOOL | | O COOO9S | DO OO0CGE 1 | 00 OO0 CES L | 0O D00 005 1 T
DODO0GOE | 0ODODOOC | OOODDNOGE | GoODO0vF | OO0 UAC | GOO000M | OO0 008 | MO0D0C4. | OOO00es | COOOO00S | COODODON | DOCOOOOL | | BOCDODOO b | OO DOODGE L | OO OO0 O=E | | 0O D00 005 L ] BLnG |
oo po0'er | oopoo'ooe | oo‘ooons | adnobioee | oooo0’'sir | eoiono'oos | ooooo'nos | oonbongs | 6ooo0'oed | ooooo'sss | noodoooo't | noeoa'ndit | ooconogi i | oovoneszts [ eomoo'oasy | oo nooooe’i ijacy scutiuesy| |
Bl ik [T [T " 1 EL L ok 6 ] i E] ] r [ F] k
(LT _ln__l.ll -I.:— i g __t_._._tl._ Banfi| i giny __.ll.___l!_-__._ i ] | ey Buanr) | e g i__.__rl___ul_.. I [LTEST L S foim] ey Buery | oy pemp | i) eeae Buen
) Qa0 e i usning oM
| WD SMal JERE 1990 SHd =S Il P25 Shd pRg Al UDHREE JegElg 00wy ivaE g fag H“nluﬂn_l__._.t.i Do BNEYY (2R wep nedreg pyes) ‘nedng

TLOL uny i pelfiep
CAOE UMjE) G PDRoE

USR] RO URINEG - [ uRsdaEy

HSN T MLV ANEYH NVHVIRTETN S d R DTN O
|EMRACE HYTTEIN SYNID NYNY YT U3 S Syl




._.1M=u___-mn_“_m 4435 ,I,*

/.
“z_quzﬁ lNdng

‘wnsdwnT Jedeqp o uedeubuay 7
uerenpalfivad gyng Ensas jeleqip podsuea] gue) "
: uefivesaay

miES GuEReg WEaG|  InWeEad]  UNRIRAUSY (BNSeS v || 5P| NUDUONT)] 0 | UEBUGIES) SHd E1S] §

MES DuEurg ueeieAuSy mnsag|  pnyesyg|  uRejeiuay ENSag v )| seEM|  muouoy3g) [&] 11 ueBuoies) SMd S| o

. Bng) GUEJLIg UERIEALY JENEas|  JINYEENd|  UERIEAUSY [BNEES W || 50| IWouDyg 3 il UeBUOGS) EMd IS 0
(b Buesuig UEEEALTY ENses | anWesyd|  UEEIEALSY IENSEG Y || S8y |  UDU0YS 8 Al UDj@E3 eqefd| ©
eh)) Buspug UEEjEALGY ENsDS|  qnqesyg uee G [ENSEE y || 98[@| [LOUoYS i ] II| uojas3 JEqelad|
1edw3 butiuig LeEEALay enseg]  gnyesys|  ueepiuy ensag g | seE|  ueouoys) W Oxd0 epebbuy uep || Uoj@ss umn_m_.mjm_ £
jedurs Buequig usmekuay ensag| gnyeeyy|  ueepdusy mnseg g | segay|  nuouoy3 W M BNy |IMEM UEP YRIGEg suelaMag| 2
T BUEjDIg ueajefuay mnseg| nyesw3|  uesERuay EnEas g | SRy Eilsig| mefen jwoelnd Wbl | (M B8 UEP edng pyeps nedng| |

sngdy LI
paopuedeuifiveg efuLre] ey e edey wemesay | S0 ueueyelsag S o
SEJ[ISE] TodsuEiL TPOm FLELRT

NYONYTVE NILVINEYH NVHVLNIHIWNSD NYDSNMHDNN 1O
SVHIO NvNYTYFEad MNLNA TS L0OHNYdYNIDONId N0 LHOdSHYHL S¥LNISYd

ZI0Z Ny g Edbue ]
CLOE W | || JOUESN
uebugieg pedng ueingissg @ p) wendus)




uw__u_____mn_"_m 3435 'H

wnsdwnT uep uey-iad ueysefeqiq

00000 00}

aMda eobBuy uep || uocjes3 jeqeled| £
wnsdwn] uep uey-1ad ueyredeqig 00°'000°051 Qydd enia) e Uep yeiaeq suejaes| g
wnsdwn uep uey-iad uexiedeqiqg 00'000°002 ayda enjey uep nedng |Hepn ‘nedng| |
4 £ [4 b
(dy) Odd0 Y1099NY NYOd
uebuesajoy Il NOT3S3 LYEVrad ‘auda VNLIX 1MvM | ON

[HVYHY3d NVdvYS38

HYH3VYQA SIMY.LINNIS 'YHYOIN Lvavrad

NVONVIVE NILVdNEvYXH 0¥dd VLOODONY NVQ Il NOT13S3 LVEvr3id
Q¥da YNLIN TMYM ‘HYHIVYA SIHYLIHNMIS ' VHVOIN LVEYrad 19VE JILVINISIHdIH ONVN

Zi0z wnr g (ebbue)
CL0ZUnye] || JowopN
uebuejeg nedng ueinjeiad : A uendwe’




....nm_n__zmn_n_m 4385 -I*

rd
\z...u 1 dng

{ wnsdwn :mfiu&m.v.n\mm:m:ﬁmx uey uep usjexBueiagay uey miek uey (enp) Z BlUBEs sebny jeuns -5ad 1edeqiQ

D0'0D0'00S widiepig v
( wnsdwin uexeleqp ) uebuenday uey uep uejeybueragey LBy npek uey (enp) z ewe@s sebn) jeuns -Jad refeqi) | 00°000'00S elejag sebn | E
{ wnsdwn ueseieaqp ) uebuenday uey uep uejeybuelagay uey nied uey (BNp) Z BuIEleS sefing Jeins -sad Jefeqg | 0000000 siuya | vebuiguig z
[unsdwn UexEAEqip) Uey nmes Buesmyp Eedngp Bausek uey eweos g8t mng - wad Jedeqi] T
ehpnfuges BUBID ¢ uBBdeY dESS JMIUN LEW-'000'00G 'Oy sekegip Bues v iAW Buek uRbuomuD) ¥TIUN 2| 00°000 00S seuig sefin) !
Bueio p [ELIEHELEY - 000005 dy Jedeqip uening yediLiag @0y WEED UBBIEpUSY BMET UBIEGSG YU |
¥ £ [4 I
revHA M)
o
NYSNYHILIH NYHYS3E ISNIADYC HYNT SYONL | ON
S

NYNrNL 1VdINTL V1OM INVIVA NYVYVAONIM YMIS

2107 N[ g} (eBbue]

ZLOZT | | JOWON
uefiueieg nedng usinesay : 1A Uendwe




\wm—n___mw.._m.m 3438 .__._*

.________.__
\ Wding

wnsdun RIS Ueyieieqp yezeuay uspylivy UEp UENEWS] eheg - peBueiakng

ugjnybuebiuag

rm.ﬁm_._nﬁ Buid poybue e uep nyepeg Bued e s

uBEwa BEABIE

00000005 2 0000005 2 007000 000°E Q0" 000000 ¥ 00'000° 009 #

Q yexbuiy o yeyliu L 8 yeyBuyy W yeuBul L eseliay jeqefag jesbuly .

e bl

HYZWNIM NYLIHONY Nvd HYILIW3d VAYTE

ZLO0Z wnr gl |eBbuel

ZLIOT b1 J0WON
uebieeg yedng uRingEsagd | JIA wENCWET



Lampiran VIl : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Juni 2012

KOP SKPD

SURAT TUGAS

NOMOR :
Dasar
MENUGASKAN :
Kepada
Nama
MNIP
Pangkat
Jabatan
Untuk
Tempat
Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Dikeluarkan di Paringin
pada tanggal ............ 20...

Kepala SKPD

Tanda tangan

Nama dan NIP



Frd

BUPATI BALANGAN

SURAT TUGAS

NOMOR :
Dasar:
MENUGASKAN :
Kepada
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Untuk
Tempat
Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Dikeluarkan di Paringin
pada tanggal pemr ey . 2 B8
BUPATI /WAKIL BUPATIBALANGAN,

Tanda tangsan

Nama

BUPA GAN, ;

f\l‘L SEF EFFENDIE ff



Lampiran 1X : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Jumi 2012

KOP SKPD

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat berwenang

2. Nama pegawai vang dipenntahkan

3. Jabatan, Pangkat dan Golongan a.

Pegawai yang diperintahkan b.
4. Perjalanan Dinas yang a. Dari
diperintahkan b. Ke

c. Transportasi digunakan :

5. Perjalanan Dinas Direncanakan a. Selama
b. Dari Tanggal

c. 8/d tanggal

6. Maksud Perjalanan Dinas

7. Perhitungan Biaya Perjalanan a. Atas Beban : APBD
b. Pasal Anggaran :

8. Keterangan j : Lihat Sebelah

Paringin, 20....
Kepala SKPD

Tanda tangan

Nama dan NIP



KETERANGAN :

. DARI! PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat | Berangkat Kembali
Kedudukan
Pegawal YaNg| r.nggal | Tanda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan
Perintah

[I. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN [/ DI KUNJUNGI :

| Tempat Tiba Kembali
Kedudukan |

Fﬂg?ﬂﬁﬁﬂng Tanggal Tanda Tangan Tan}ga Tanda Tangan
Perintah




BUPATI BALANGAN

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat berwenang

2. Nama pegawal yang

diperintahkan
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan a.
Pegawai yang diperintahkan b.
c.
4. Perjalanan Dinas vang a. Dari
diperintahkan bR

c. Transportasi digunakan ;

3. Perjalanan Dinas Direncanakan a. Selama
b. Dari Tanggzal
c. 5/d tanggal
& Maksud Perjalanan Dinas
7. Perhitungan Biaya Perjalanan a. Atas Beban : APBD

b. Pasal Anggaran :

8. Keterangan

: Lihat Sebelah

Paringin, 20......

BUPATI/WAKIL BUFATI BALANGAN,

Tanda tangan

Nama



TERANGAN

*
*

. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Berangkat Kembali
Kedudukan -
Fl:gli.;;.rha;gang Tanggal | Tanda Tangan | Tanggal | Tanda Tangan
Perintah

I1. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :

Tempat Tiba Kembali
Kedudukan
Fcﬁ?&gﬂmg Tanggal Tanda Tangan Tanggal | Tanda Tangan
Perintah




Lampiran X : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Juni 2012

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR - Surat Tugas No: .........c..cee Tanggal ...ccovnvenees 20...

TUJUAN

TANGGAL

HASIL PERJALANAN DINAS :

Paringin, .......... 200,

Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

Nama




Lampiran X! : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Juni 2011

RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal
'No PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
Rp.
1.
Rp.
2.
Rp.
3.
JUMLAH Rp.
Terhllﬁ.ng :
Pafingin, i 20

Telah dibayvar sejumlah
sehesar RP. coerceene

ARG FEFEEERE R A B LEEE B R AL Ll

(I LR R R R RS L bl

Bendahara

Tanda Tangan

[‘-.......|||+‘+§' llllllllll i EFEFRn l

NIP.

Telah menerima jumlah uang
Rp.

Yang Menerima

Tanda Tangan

l.---.....|+++§ llllllllll +llb'l}

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan
Yang telah dibayar semula  : Rp.
Sisa Lebih : Rp.

: Rp.



Lampiran  XII ; Peraturan Bupati Balangan
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Juni 2012
DAFTAR RINCIAN BIAYA
UANG UANG UANG BEWA KEND,
UANG UANG | TRANSPORT TRANSPORT/ UANG DALAM KOTA
NO  NAMA | HARIAN | HOTEL | PARINGIN- TIKET REFRESE| TEMPAT TIMUAN TAKDA
{Rp.} IRp.] BTN [PF] PESAWAT =+ NTATIF (R TANGAR
Bp.] Mﬂ"’:;““ [Fp.]

JUMLAR




Lampiran XIII : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Juni 2012

DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI

UANG KONTRIBUSI
NO. NAMA (Rp.) TANDA TANGAN
1. |
l
2.
3.
TOTAL
BUPAT Gﬁﬂ/

i

}sﬂ. SEFEK EFFENDIE 7{




Lampiran XIV : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal 13 Juni 2012

SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP
Jabatan :
(dan seterusnya)

Bersama ini menerangkan bahwa :
lL.Nama :

NIP :

Jabatan

2. Nama
NIP
Jabatan
(dan seterusnya)

Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama
ERPURPRRRLS, FRp— ) hari dikarenakan alasan penerbangan.

Demikian surat keterangan tambahan perjalanan dinas ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pnrlniinl (L LA LR RR RS L LR L L L anll

Tanda Tangan

l ................ ARSI AN E R R e -I-I'I'I

ml lllllllllllllllll igdsddsEEmNERARERERERRED

BUPA mm%
7

*

’.-H. SEFE EFFENDIE?;



